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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku 

yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada 

masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu 

nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau 

keteraturan sosial yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan individual 

maupun kehidupan-kehidupan sosial dan merupakan ancaman riil bagi 

berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan 

masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial.2 Salah satu kejahatan yang 

cukup fenomenal saat ini diberbagai negara adalah tindak pidana korupsi.

Masalah korupsi merupakan masalah yang selalu mendapatkan perhatian yang 

lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi 

mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sangat besar. 

Rusaknya tata nilai bangsa, semakin mundurnya kredibilitas dan mental manusia, 

hancurnya ekosistem lingkungan serta semakin rendahnya moral bangsa merupakan 

besarnya dampak yang ditimbulkan praktik korupsi.3

A.

> jmenyimpang

ancaman

Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dati Praktek Peradilan, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 30.

2 Ibid., hlm. 31.
3 Sumatera Ekspress, 5 Januari 2007, hlm. 18.
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Korupsi juga dapat menjadi biang keladi dan akar dari segala pelanggaran 

hukum yang ada dalam masyarakat yang dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan 

suatu bangsa. Dalam hal ini O.C Kaligis menyatakan korupsi itu dapat menyebabkan 

kerapuhan ekonomi, kerapuhan sosial serta dapat menjatuhkan suatu pemerintahan 

yang sah.4 Ini terbukti dalam sejarah kejatuhan rezim orde baru di Indonesia. Korupsi 

yang semakin hari semakin luas dan meningkat itu akhirnya membawa bencana krisis 

moneter yang tiba-tiba. Selanjutnya ekonomi rakyat menjadi terpuruk bahkan sampai 

pada kerusuhan sosial yang sangat ganas yang cenderung menjadikan sebagian orang 

menjadi biadab, serta Soeharto yang berhasil berkuasa relatif tenang selama 32 (tiga 

dua) tahun tiba-tiba singgasananya ambruk disertai desakan masyarakat agar dia

diadili.

Menghadapi masalah korupsi yang teijadi, masyarakat seakan bersifat apatis 

dan juga tahu diri. Kita ambil contoh, kalau masyarakat mau berurusan dengan 

pegawai-pegawai dari suatu instansi pemerintah, anggota masyarakat tadi harus rela 

untuk mengeluarkan biaya tambahan agar urusan yang sedang diurus menjadi lancar 

dan cepat. Kalau mereka tidak tahu diri, mereka akan mengalami hambatan birokrasi 

yang sebenarnya merupakan hasil ciptaan dari oknum birokrat tadi. Sebagian besar 

masyarakat telah apatis dengan keadaan ini. Mereka beranggapan bahwa korupsi 

merupakan budaya yang dibawa sejak zaman nenek moyang dulu, jadi bukanlah 

sesuatu yang baru.

4 O.C. Kaligis, Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam 
Pemberantasan Korupsi, O.C. Kaligis dan Associates, Jakarta, 2006, hlm. 4.
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Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya. Untuk 

memberantas korupsi telah ditempuh dengan perubahan peraturan perundang- 

undangan di bidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam 

kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan 

tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, 

hingga saat ini belum juga memperoleh hasil yang memadai karena jumlah kasus 

korupsi tidaklah berkurang serta pengembalian kerugian negara belum juga optimal 

dilakukan sehingga tetap saja korupsi di Indonesia semakin merajalela dengan 

berbagai bentuk dan modus operandinya.

Beberapa hambatan yang menghadang dalam pemberantasan korupsi antara lain :

1. Hambatan Sosiologis
Pada kenyataannya praktek korupsi telah membudaya karena itu sekalipun 
perbuatan koruptif itu terlarang menurut hukumnya yang formal namun 
sebagai perbuatan yang telah memperoleh sanksi pembenaran dari sisi 
budaya, sehingga hukum tak terlalu berdaya.

2. Hambatan Yuridis
Terdapatnya hal-hal yang potensial dapat menimbulkan berbagai 
penafsiran seperti pengertian korupsi yang begitu luas sehingga 
menyebabkan banyak persepsi yang berkembang dan batasan mengenai 
kekayaan negara dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara 
menjadi perdebatan antara aparat penegak hukum dan praktisi bisnis 
seringkah mnggunakan batasan yang berbeda sehingga menimbulkan 
multiinterpretasi yang mengakibatkan sulitnya undang-undang tersebut 
operasional.5

Selama ini dalam kasus-kasus korupsi, meminta penangguhan penahanan 

dengan alasan sakit merupakan modus favorit para terdakwa korupsi. Karena sakit, 

mereka meminta penangguhan penahanan agar dapat berobat keluar negeri untuk

5 Ita Kumiasih, “Suatu Tinjauan Yuridis : Kerugian Negara vs Kerugian Persero”, PNH 
Newsletter No. 66, September 2006, hlm. 1.



4

mengulur-ulur proses penegakan hukum. Penangguhan penahanan ini juga 

merupakan celah bagi hakim untuk melakukan tawar menawar6 Dengan adanya 

penangguhan penahanan ini, para hakim dapat melakukan tawar menawar dengan 

para koruptor tentang putusan apa yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap 

koruptor. Semakin besar uang yang ditawarkan oleh koruptor kepada hakim, semakin 

kecil pidana yang akan dijatuhkan, sehingga tidak mengherankan bila banyak 

koruptor yang dihukum sangat ringan atau malah dibebaskan.

Sehubungan dengan perbuatan pelaku korupsi adalah mencuri atau 

menggerogoti keuangan negara, maka penyidikan tindak pidana korupsi disamping 

untuk melakukan pembuktian perbuatan pelaku, diarahkan juga untuk menemukan 

dan mengembalikan uang yang dicuri atau diambil dari negara.

Dengan menempatkan kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana 

korupsi, maka dalam rangka penyelesaian masalah korupsi pengembalian kerugian 

negara itu harus diusahakan semaksimal mungkin dapat diambil dari si koruptor 

sehingga kerugian negara akibat perbuatan korupsi dapat kembali secara cepat dan 

maksimal.

Usaha untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat 

dilakukan dengan menjatuhkan pidana tambahan terhadap si koruptor berupa 

pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti ini diatur dalam Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

www.hukumonline.com, Yurisprudensi dari Lampung,dan Aceh, di akses tanggal 18 April 2007.

http://www.hukumonline.com
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Pasal 18 ayat lb menjelaskan bahwa : “Pembayaran uang pengganti yang 

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi”.

Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa : “Jika terpidana tidak membayar uang 

pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama 1 bulan 

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap maka harta 

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti

tersebut”.

Selanjutnya ayat 3 menyebutkan :

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 
membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, 
maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang- 
undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 
pengadilan”.

Catatan kinerja kejaksaan 2006 menjelaskan bahwa terjadi kenaikan 262,83 

persen uang pengganti yang berhasil dieksekusi dari para terpidana kasus korupsi. 

Angka yang terbilang cukup fantastis tersebut berasal dari selisih jumlah uang 

pengganti yang berhasil dieksekusi pada tahun 2005 dengan tahun 2006 yakni sebesar 

Rp 1.602.155.176.486,38. Tapi, peningkatan ini disertai juga dengan tunggakan uang 

pengganti yang jumlahnya tidak kalah fantastis Rp 3.548.829.343.550,14 atau sekitar 

50 persen dari total jumlah uang pengganti selama 2006.7

7 wvAv.hukumonline.com, Catatan Kinerja Kejaksaan 2006, di akses tanggal 26 Juni 2007.
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Data Penyelesaian Uang Pengganti 2006

7.194.227.607.230,64Jumlah keseluruhan

2.209.405.552.920,59Jumlah dibayar

1.432.839.550.145,41Dilimpahkan ke Datun

3.153.160.614,50Jumlah uang pengganti yang tidak mampu dibayar*

3 548.829.343,550,14Sisa

* dilakukan eksekusi subsidair berupa pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang- 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Sumber: www.hukumonline.com

Instrumen pembayaran uang pengganti ini merupakan instrumen hukum 

pidana yang dapat digunakan untuk semaksimal mungkin memulihkan kerugian yang 

telah diderita oleh negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih dari itu, 

instrumen ini pun sebenarnya memiliki daya mencegah seseorang melakukan tindak 

pidana korupsi (detterent effect) jika instrumen ini digunakan secara efektif. 

Penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti ini akan

menyebabkan orang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana

korupsi akan berfikir dua kali untuk korupsi karena selain dijatuhi pidana badan,

mereka pula akan dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama 

dengan uang yang telah mereka korupsi itu. Dengan demikian, Undang-Undang 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata sebagai alat 

penegak keadilan hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Artinya

http://www.hukumonline.com
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bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan 

hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu

lama.

Sangat banyak tindak pidana yang berhubungan dengan kerugian negara. 

Tindak pidana di bidang pajak, perbankan, penyelundupan atau pabean, tindak pidana 

bea cukai dan tindak pidana korupsi merupakan contoh tindak pidana yang dapat 

merugikan keuangan dan perekonomian negara. Akibat tindak pidana tersebut, negara

menderita kerugian yang sangat besar. Dari jenis tindak pidana tersebut, hanya tindak

pidana korupsi saja yang dalam ancaman pidananya, para terdakwa dapat dijatuhi

hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sedangkan tindak pidana

lainnya tidak ada yang memuat ancaman pidana berupa pembayaran uang pengganti. 

Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi 

penulis dengan judul : “Fungsi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam 

Tindak Pidana Korupsi”
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PermasalahanB.

Dari penjelasan pada latar belakang masalah tesebut maka dapat ditarik suatu 

batasan masalah yang dijadikan fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah fungsi uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam

tindak pidana korupsi ?

2. Bagaimanakah penyelesaian pidana tambahan berupa pembayaran uang

pengganti dalam kasus-kasus korupsi ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran ( deskripsi) tentang

pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18

ayat lb, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j o Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi penjatuhan pidana tambahan berupa uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui penyelesaian pidana tambahan berupa pembayaran 

uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
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Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi 

pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan 

pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan bahan 

masukan bagi masyarakat ataupun aparat penegak hukum dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa 

uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

D.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum 

deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan 

ataupun fakta-fakta yang ada tentang uang pengganti dalam hubungannya 

dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan metode pendekatan 

yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian 

yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan 

mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal 

dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan
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serta ketentuan-ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan uang

pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data 

kualitatif yang bersumber pada data sekunder yang diperoleh dengan 

mempelajari bahan pustaka dan studi dokumen berupa bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 j o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain

yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti tulisan-tulisan dari pakar dengan permasalahan 

yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi 

literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil 

penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus bahasa 

Indonesia, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif,

maka teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan {Library Research).

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara

menguraikan dan menggambarkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang di

susun secara sistematis sehingga dapat memudahkan dalam menarik

kesimpulan dan menjawab permasalahan.
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